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ABSTRAK

Wanita yang
tidakmemilikirahimataurahimnyatelahdiangkatatausecaramedistidakbolehhamil
karenapenyakittertentu, masihbisamemilikianakgenetikmelaluisurrogate

mother. Surrogate motheradalahwanita yang bersediahamil, melahirkan dan
menyerahkanbayi yang dilahirkannyakepadapasangansuami-istripemilikbenih.
Hal inibiasanyadisepakatidengansuatuperjanjian.

Penelitianinibertujuanuntukmengetahui dan
memahamibagaimanakedudukanperjanjiansurrogate .+ motheratasindikasimedis
di Indonesia ditinjaudarisyaratsahnyasuatuperjanjianberdasarkanPasal 1320 dan
Pasal " on T/ KUHPerdata. Selainttu, penelitianinijuga
untukmengetahuiapahambatandalampenerapanperjanjiansurrogate
motheratasindikasimedis di Indonesia.

Penelitianinimerupakanpenelitianhukumnormatif yang
dilakukandenganmeneliti data sekunderberupaperaturanperundang-undangan,
buku-buku dan jurnalilmiahhukumsertakaryailmiah lain yang
berkaitandenganperjanjiansurrogate mother.

Sifatpenelitianiniadalahpreskriptifyangmemberikangambarantentangkedudukan
perjanjiansurrogate motheratasindikasimedisberdasarkanPasal 1320 dan Pasal
1337 KUHPerdata.

Dari
hasilpenelitiandidapatkanbahwakedudukanhukumperjanjiansurrogate
motheratasindikastmedisbelummemilikikepastiansecarayuridisdalamKUHPerda
ta. Hambatanpenerapanperjanjiansurrogate mother di Indonesia adalahadanya
Fatwa MUI yang melarang.

Kata kunci :Kedudukan, Perjanjian, Surregate Mother,IndikasiMedis



ABSTRACT

Women who do._not have their uterus or uterus removed or medically
prohibited from hecoming pregnant because of.certain diseases can still have
genetic childrenthrough surrogate mothers. Surrogate mothers are.women who are
willing to get pregnant, give birth and deliver their babies to husband and wife
couples who own the seeds. This is usually agreed upon by an agreement.

This study aims to-determine and" understand how the pesition of the
surrogate mother agreement for medical indications in“indonesia.in terms of the
validity of an agreement based on Article 1320 and Article 1337 of the Civil Code.
In addition, this study is also to find out what are the obstacles in the
implementation. of the surrogate mother agreement for medical indications in
Indonesia.

This research is a normative legal research conducted by examining
secondary data-in the form of statutory regulations, legal scientific books and
journals as well as other scientific works related to the surrogate mother agreement.
The nature of this research is. prescriptive_ which provides anoverview of the
position of the surrogate mother agreement for medical indications based on
Article 1320 and Article 1337 of the Civil Code.

From the results of the'Study, it waspfaund 'that the legal position of the
surrogate mother agreement for.medical “indications does not yet have juridical
certainty in the Civil' Code. The obstacle to implementing the surrogate mother
agreement in Indonesia is the MUI Fatwa which prohibits it.

Key words :Legality, Agreement, Surrogate Mother, Medical Indication
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BAB |

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan manusia adalah memiliki anak. Anak merupakan

karunia yang diberikan Allah SWT kepada pasangan yang dikehendaki-Nya.

! Undang-Undang Dasar Rl 1945.
2 Cristian Siregar, Pancasila, Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia, Jurnal Humaniora,
Vol. 5, No. 1. April 2014, hal. 43.
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Anak merupakan tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Anak juga

merupakan perhiasan dalam kehidupan berumah tangga.® Melestarikan keturunan

yang baik merupakan tujuan disyari’atkannya pernikahan.*

ria dengan

keturunan dan berkembangnya manusia, memelihara kepastian garis keturunan

3 Budhy Munawar-Rachman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas
Peradaban, Mizan, Jakarta, 2006, hal. 200.

4 Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,
Yudisia, Vol. 5,No. 2, Desember 2014, hal 302.

5Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hal. 43.

6D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka,
Jakarta, 2012. hal. 4.

7Undang- Undang Dasar 1945
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dan mendidik generasi baru. Allah tetapkan pernikahan sebagai jalan satu- satunya
yang mengikat laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri.®

Keturunan atau anak menentukan status sosial pasangan suami-istri.

8 Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, Pro-U, Yogyakarta 2007. hal. 26-27.
9 Kartini Kartono, Psikologi Wanita ( Jilid 2), Mengenal Wanita dan Sebagai Ibu dan Nenek,
Mandar Maju, Bandung, 2007. hal. 10.

10 Inseminasi buatan atau inseminasi artifisial (bahasa Inggris: artificial insemination, Al)
adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita
dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi (fertilisasi in vivo) dengan cara
selain hubungan seksual.

11 Bayi tabung adalah proses pembuahan atau pertemuan sel telur dan sperma terjadi di dalam
sebuah piring kaca berbentuk tabung dan setelah menjadi embrio dimasukan ke dalam rahim.
12 5aid Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Penamadani, Jakarta, 2004.

hal. 104.
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Salah satu pengembangan metode bayi tabung adalah jika istri tidak bisa
atau tidak boleh hamil tetapi sel telurnya masih baik. Pasangan ini masih bisa

memiliki anak melalui bantuan wanita lain. Metodenya dengan cara

atas sebuah perjanjian atau pembayara

B Errol R. Norwitz, John O. Schorge, At a Glance Obstetri dan Ginekologi, terj. Diba
Avrtsiyanti, Erlangga, Jakarta, 2007. hal. 53.

4 Undang-Undang Dasar 1945

15 Muhammad Ali Hanafiah Selian, Surrogate Mother; Tinjauan hukum Perdata dan Islam,
Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017. hal. 133.

16 Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Deviana Y uanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam
Perspektif Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016. hal. 12.
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Menurut Fred Amelen, surrogate mother adalah seorang wanita yang
mengikatkan dirinya melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri)

untuk menjadi hamil, sampai melahirkan sesuai kesepakatan. Kemudian bayi

uar rahim.
engandung.

berdasarkan

anak dari pasangan suami-istri

17 Freed Amelen, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Cet.1, Grafika Tamajaya, Jakarta, 1991.
hal. 117.

18 Muhammad Ali Hanafiah Selian, Op. Cit., hal. 132

19 Khairatunnisa, Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Lex
Privatum, Vol. 3. No. 1. Jan-Mar 2015. hal. 222.

20 David Lahia, Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum
Perdata, Jurnal Lex Privatum Vol. 5. No. 4. Juni 2017. hal. 131.
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menggolongan anak surrogate mother berdasarkan status perkawinan wanita
surogasinya. Jika wanita surogasinya adalah gadis atau janda, maka anak yang

dilahirkan dari surrogate mother adalah anak di luar perkawinan.?’ Anak

perjanjian dinyatakan dala ‘ H ata yang berbunyi : Suatu

21 Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia. Elex Media Komputindo. Jakarta.. 2012, hal. 123

22Muhammad Ali Hanafiah Selian, Op. Cit. hal. 133.

23Radin Seri Nabahah, Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam, 2007. hal. 2.

24 Zulfirman. Hak Dasar Manusia dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat
Kontrak. Jurnal Penelitian Hukum Dejure, Vol. 17, No. 2, Juni 2017. hal 156.
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sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila
sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.2®

Di Indonesia perjanjian surrogate mother dilakukan secara diam-diam.

S

Surabaya,

Dokter men

% Kitab Undang-Undang Hukum perdata

26 Agnes Sri Rahayu, Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa
Menyewa Rahim Dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia, Tesis tidak diterbitkan,
Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009. hal. 87.

27|bid. hal. 88.

28G5alim HS, Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 1993. hal.
144,
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perjanjian surrogate

mother. Fokus penelitian ini adalah tentang kedudukan hukum perjanjian

surrogate mothe | 1320 dan Pasal
1337 berjudul
“Kedudukan jasi) Atas
Indikasi '

a. Untuk mengetahui dan kedudukan hukum perjanjian
surrogate mother (ibu surogasi) berdasarkan Pasal 1320 dan pasal 1337
KUHPerdata.

b. Untuk mengetahui hambatan penerapan perjanjian surrogate mother

(ibu surogasi) Indonesia.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum

(M.H) pada Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Riau.

kalkulasi kepentingan sosial.?°
Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan
tujuan dari kesepakatan. Hal ini adalah prinsip yang akan diterima orang-orang

yang bebas dan rasional untuk memenuhi kepentingan mereka. Prinsip ini akan

29 John Rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Sosial Dalam Negara, Cet. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. hal. 3-4.
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mengatur semua persetujuan dan menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa
dilakukan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini, disebut John Rawls

keadilan sebagai fairness.*°

hak didahulukan

Pertama : Setia mpunyai hak yang atas | basan dasar yang
paling luas, ¢

sosial dan e i i 2Mi [0 at diharapkan

diwujudkan dalam bentuk pengho ternadap hak-hak orang lain serta

memberi bantuan/pertolongan kepada orang lain.*

301bid. hal. 12-13.

31 1bid. hal. 35.

32 1bid. hal 72.

33Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Rajawali Press, Jakarta, 1992. hal. 103.

10
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Keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila, menurut Suryawaskito ada
tiga prinsip, yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa dan keadilan

atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan

berdasarkan hak

menyatakan

karena unda

berkontrak telah diakui dan dianut sebagai suatu asas hukum dalam perjanjian

34 Cristian Siregar, Pancasila, Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia, Jurnal Humaniora,
Vol. 5, No. 1, April. 2014. hal. 43.

35 Mulajadi Kartini, Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003. hal. 17.
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oleh negara-negara di dunia pada umumnya. Sehingga asas kebebasan
berkontrak menjadi asas hukum yang bersifat universal.®

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak menurut Mariam

pada zaman Yunani.

seseorang d
orang lain it

berkontrak seba

berpendapat bahwa menurut sistem basan berkontrak, penguasa hanya

36 Sutan Remi Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para
Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
hal.70.

37Salim H.S., Hukum Perjanjian Teori dan Tehnik Penyusunan Perjanjian, Cet. 8, Sinar

Grafika, Jakarta, 2011. hal. 9.
38 Sutan Remi Syahdeini, op. cit. hal.19.
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mempunyai kewajiban melindungi masyarakat dari tindak kekerasan dan invasi
dari masyarakat lain. Melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan

yang dilakukan oleh masyarakat lain. Menyediakan prasarana umum yang tidak

e 2

:;
()
“
ﬁ'l

LS N5

dibuatnya.

4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

¥ 1bid. hal. 20.
“°Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri (Ed.), Butir-butir Pemikiran dalam Hukum

Memperingati 70 Tahun Prof. Dr.B. Arief Sidharta, Aditama, Bandung, 2008. hal. 269.
41 Sutan Remi Syahdeini, op. cit. hal.10.
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5. Kebebasan untuk menentukan syarat-syarat suatu perjanjian, termasuk

kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional.

pilihan yang
g pandangan

anjian, bebas

g diperjanjikan

untuk manusia, bukan sebaliknya

ogresif merupakan koreksi terhadap
kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin

membebaskan diri dari dominasi hukum liberal. Secara lebih spesifik,

%2 Salim H.S., Hukum Perjanjian Teori dan Tehnik Penyusunan Perjanjian, loc. cit

%3 peter Mahmud Marzuki, Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para
Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU
No. 30/1999, Yuridika, VVol. 18. No. 3. Mei 2003. hal. 197.
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hukum progresif bisa disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum
yang pro-keadilan”.*

Hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang

mengikuti

model status<o secara aktif m ' kan avenues
baru sehing aat Ke an h “ ‘__1 meningkat. Oleh
karena itu, n kreatif dan

inovatif dala
4. Perjanjian da

a. Perjanjian

Istilah perjanjia Q C saldari bahasa Belanda, yaitu
Q‘\\‘-ﬂ'

verbintenis dan overeenkomst. terjemahan Verbentenis, vyaitu

4 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif ; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Cet. 1. Genta
Publishing, Yogyakarta, 2009. hal. 1-2.

45 1bid. hal. 18.

“¢ 1bid. hal. 21.

7 1bid. hal. 96.

*8Meria Utama, M Arfiana Novera, Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase. Cet. 1,
Tunggal Mandiri, Malang, 2014. hal. 5.
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perikatan, perutangan dan perjanjian. Sedangkan Overeenkomst ada 2 terjemahan,

yaitu perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan : “Suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukumyang terjadi

antara satu orang dengan orang lain karena suatu peristiwa atau keadaan.

%9 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009. hal. 41.
0 Meria Utama, M Arfiana Novera, loc. cit.

51 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 27, Intermasa, Jakarta 2014. hal. 1.

52 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004. hal. 6.

16
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Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh para
pihak yang membuat perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang,

diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak. Apabila dua orang

mengadakan sua naka antara..m “ aku suatu perikatan
hukum. ) “‘m“ .9 a berikan.

kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada
hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama

53 Subekti, op.cit. hal. 3.
54 Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014. hal. 86.
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Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri,

yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian

tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu

dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dilihat dari syarat sahnya perjanjian

dan asas kebebasan berkontrak, maka isi perjanjian dapat dibedakan menjadi

18
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bagian inti (wesenlijk oordeel) yaitu unsur essensialia dan bagian yang bukan
inti (non wezenlijk oordeel) yaitu unsur naturalia dan unsur aksidentalia.>®

Unsur essensialia merupakan unsur yang biasanya dijumpai dalam

edangkan dua syarat
terakhir dinamakan syarat-syara k a mengenai perjanjiannya

sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang akan dilakukan.®®

%5 Salim H.S., Hukum Perjanjian Teori dan Tehnik Penyusunan Perjanjian, op. cit. hal. 26.
*% |bid. hal. 27.

57 Subekti, op.cit. hal. 17.

%8 |bid
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Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian
itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari

perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga

dikehendaki ole . esuatu yang sama

secara timbal bz \“““‘ ..’ ‘
g hukum.

1. Ora

disebutkan.’! Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, barang yang menjadi objek

suatu perjanjian haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya,

>9 |bid.
€0 |bid.
&1 Ibid. hal. 19.
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sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat
ditentukan atau diperhitungkan.

Dalam Pasal 1334 Ayat 1 KUHPerdata ditentukan bahwa barang-barang

sebab yang halg atu sebab ini di ’ inda Si_perjanjian. Sebab

itu bukan se : Se njian. Sesuatu

jika isi perjanjian merupakan sesuatu yang dilarang hukum. Hal yang dilarang

hukum dalam perjanjian, dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang

62 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Cet. 9, Mandar Maju, Bandung, 2011.
hal. 21.
&3 Subekti, loc.cit.
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berbunyi : Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang
atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.%*

Secara umum dikatakan bahwa undang-undang tidak mensyaratkan

suatu kontrak ada ontrak secara lisan

membayar ug

dapat diartika g r rupa AME w'f njaman) rahim

54 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5 Munir Fuady, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 83.

66 Muhammad Ali Hanafiah, loc. cit.

7 Nurul Alifah Rahmawati. Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif
Islam Ditinjau dari Hadis. Jurnal Nuansa, Vol. 14, No. 2, Juli — Desember 2017. hal. 412.
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dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan
menyerahkan anak atau bayi tersebut.®

Bentuk-bentuk surrogate mother :°°

perma), kemudian

<“Vanpnant® l%
e
r

dalam rahim isteri lain dari suami yang sama.
Dalam praktiknya, surrogate mother yang dilakukan secara umum ada

dua jenis yaitu :"°

8 Aditya Wiguna Sanjaya, Aspek hukum Sewa Rahim ( Surrogate Mother ) Dalam Perspektif
Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Jurnal Rechtens, VVol. 5, No. 2, Desember 2016. hal. 38.
59 Muhammad Ali Hanafiah Selian, op.cit. hal. 135.
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a. Sewa rahim semata (gestational surrogacy)
Embrio yang berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang

dipertemukan melalui teknologi bayi tabung, ditanamkan dalam rahim

b.
surogasi,
f ‘g ma dan sel
atau melalui
1) anita K bisa atau tidak bole arena menderita
2)
3) 1au_hamil, melahirkan
ecantikan tubuhnya
4) Wanita yang ingin me : elah putus haid (menopause).

5) Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya

kepada orang lain.

70 Ibid. hal. 134.
" Nurul Alifah Rahmawati. Op.cit. hal. 413.
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6. Indikasi medis surrogate mother
Menurut Danny Wiradharma, setiap tindakan medis yang dilakukan

harus memenuhi tiga syarat : "2

abkan oleh beberapa
mekanisme yang 2 agai CAFE (Canalization,

Agenesis, Fusion and Embryonic rest). Kegagalan dalam pembentukan

72 Ngesti Lestari, "Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter ”, Kumpulan Makalah
Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD. Dr. Saiful
Anwar, Malang, 2001. hal. 87-88.

3 Andon Hestiantoro, Infertilitas, IlImu Kandungan, Ed. 3, Cet. 1, Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo, Jakarta, 2011. hal. 425.
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(agenesis) akan mengakibatkan organ genitalia tersebut tidak terbentuk
sama sekali (vagina dan uterus tidak terbentuk).”

Meskipun kelainan ini dapat ditangani dengan membuat vagina, namun

ilmu  kede ahim.  Transplantasi

“k\%h“ .'a. an. Wanita
| ﬁ memiliki

2.
baik karena
nyak setelah
alah tindakan
: |sterektom| di
-
3. Penya ami

Risiko terja v alin yang dapat

ei pada ibu atau bayi.”®

W "'

74 Kanadi Sumapraja, Kelainan Konge
Pertumbuhan Seks. [Imu Kandungan, Ed.
Jakarta, 2011. hal. 153.

7> Thomas Obinchemti Egbe et all, A case of Mayer-Rokitansky-K(ister-Hauser syndrome in a

low-resource tertiary hospital in Douala, Cameroon, SAGE Open Medical Case Reports,
Vol. 7,2019. hal. 1-2.

76 Manuaba, lImu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, EGC, Jakarta, 1998. hal. 26

7 Ghozali, S., Junizaf, Santosa. Perangai seksual pasca histerektomi total. Indonesia J. Obstet
Gynecol. Vol. 24, No. 2,2004. hal. 82

78 poedji Rochijati, Skrining Antenatal pada Ibu Hamil, Airlangga University Press, Surabaya,
2003. hal. 26.

Reproduksi dan Masalah Kelainan
, Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo,
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Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang disertai atau cenderung
terjadi keadaan yang membahayakan ibu dan janinnya, termasuk

keadaan yang dapat menimbulkan kelainan fisik dan mental pada bayi.”®

kehamilan serta

undangan. B

berdasarkan

pelaksanaan program bayi tabung, namuntidak menyebutkan dengan jelas tentang

surrogate mother.

9 Rukmono Siswishanto,dkk. Kehamilan Risiko Tinggi, Laboratorium Penelitian Kesehatan
dan Gizi Masyarakat, Jurnal Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 2009. hal. 8.
80 bid. hal. 5.
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E. Konsep Operasional
Penelitian ini merupakan analisa tentang kedudukan hukum perjanjian

surrogate mother atas indikasi medis, agar bisa dipahami serta kemungkinan

perbuatan a a : id: h dilak erupa keamanan
hukum bagi ) asewe emerintah kare an adanya aturan

yang bersifa - i D3 aja yang boleh

Kedudukan hukum dalam penelitian ini adalah kepastian hukum boleh atau
tidaknya perjanjian surrogate mother dilakukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang ada. Legalitas dan keabsahan perjanjian surrogate

81 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982. hal. 20
82 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, FH UlI
Press, Yogyakarta, 2014, hal. 190.
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mother dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, adalah suatu perbuatan

satu orang atau ‘ ir ‘ orang atau lebih
lainnya J ‘h\%“ .rba‘ na seorang

berjanji : i > anji untuk

melaksana

wQ

seorang w

menjadi h

A\ A YL E

Q
3
=)
S}
S
a

pasangan S
ditanamkan

suami-isteri

wanita yang tidak boleh hamil karena memiliki penyakit yang dapat

membahayakan nyawanya jika hamil.

83 Subekti, op. cit. hal. 1.

84 Aditya Wiguna Sanjaya, loc, cit

8> Muhammad Ali Hanafiah Selian, op.cit. hal. 135.
8 Ngesti Lestari, loc. cit.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif eliti bahan pustaka

“Vaanynett "

bahasan

)
A
’o

'@ perjanjian
&

Me
preskriptif

hukum da

2eaENeY?

87 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet.
18, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018. hal. 13.

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
hal. 35.

8 Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hal. 9.
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sistem kaidah atau aturan. Penelitian hukum normatif memiliki objek kajian
tentang kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.*®

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi

hukum sebagai da DE 3 : A ah benar atau salah
serta bag a sebe V3 : ) pelitian ini

adalah nc 1 i 13 ogate mother

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

% Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. hal. 36
1 Ibid
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Reproduksi.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang

jurnal hukum mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan
para ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian hukum. Dalam penelitian
ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Buku-buku ilmiah terkait.
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2. Dokumen-dokumen terkait.

3. Makalah-makalah terkait.

4. Jurnal-jurnal terkait.

apakah benar ata

diolah secars

Interpretasi  sistematis yaitu - menginterpretasikan secara sistematis
naskah hukum yang ada. Jika yang dijelaskan adalah pasal suatu undang-

undang, maka ketentuan yang sama dalam peraturan lainnya juga harus

92 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 2. Kencana, Jakarta, 2008, hal. 40
%3 Jimly Asshiddigie, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Ind. Hill. Co, Jakarta,
1997. hal. 17-18.
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dijadikan acuan. Untuk menafsirkan ini dicari ketentuan yang saling terhubung

dan dapat menentukan maknanya.®*

Interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks

pada peng
jangkauanny afs ‘ 0gis me an bahwa fakta

pada norma huk : Ing s ertentu. Penafsiran

khusus atau dari kaidah yang bersifat umum kepadayang bersifat khusus.®’

% Ph. Visser’t Hoft, Penemuan Hukum (Terj. B. Arief Shidarta). Bandung, Lab. Hukum FH
Universitas Parahiyangan. 2001. hal. 25.

% Ibid

% |bid. hal. 30

97 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta,
Bandung, 2017. hal. 5.
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BAB Il TINJAUAN

UMUM

penyelesaia ﬂ hadap : Jukum memiliki

fungsi melaya enting i er aspek kepastian

hukum dan

menjaga proses hukumpe langsung secara adil, pasti
dan efisien.*
Charless L. Knapp dan Natha rystal mengatakan contractis an

aggrement between two or more persons not merely a shared belief,but

% Muhammad Syaifuddin , Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat,
Teori, Dogmatik dan Praktik hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 46.
% Ibid. hal, 9.
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common understanding as to something that is to be done in the future by one
or both of them. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau

lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling

oleh seseorang atau
SOt “
g di b eﬁ adalah
y

at perjanjian

a tahap dalam

1.

2. actual. vz ya pe ehendak antara

1. The agreement fact between the parties (adanya fakta kesepakatan

antara kedua belah pihak).

100 Salim HS. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. 14, Sinar Grafika,
Jakarta, 2019: 26

101 pid.

102 pid.
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2. The agreement as writen (persetujuan dibuat secara tertulis).
3. The set rights and duties created by (1) and (2) (adanya orang yang

berhak dan berkewajiban membuat (1) kesepakatan dan (2) persetujuan

kontrak
sebagai pembu kum yang
terjadi dia yang satu
berhak atas pres : : e ' R. Wirjono
Prodjodiko @an p Y o gﬂ' ntrak) ialah

hubungan h Jenai .: nda anta ihak" g'mana satu pihak
berjanji melak 3 idak lak _ pihak lain berhak

menuntut ko

Pernyataan kehendak yang berkesuaian tersebut tergantung satu dengan

lainnya.

103 Muhammad Syaifuddin , op.cit. hal, 22.
104 bid, hal. 20.
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4. Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk menimbulkan akibat
hukum.

5. Akibat hukum ini ditimbulkan demi kepentingan satu pihak dan atas

“.

Ada bentuk tertentu ya pat o ecara tertulis dalam suatu akta
autentik maupun di bawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan.

f. Ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang, agar suatu kontrak

yang dibuat menjadi sah.

105 |bid, hal. 22-23.
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1. Hubungan perjanjian/kontrak dan perikatan

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang

lain atau dimanadua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari

perjanjian

&
isamping sumber-
sumber lain. Pe : , ‘j kan pe Kare : pihak setuju
s

~

c
S
=
c
S
3
@

sempit karena

[
o

orang atau dua pihak yang membuatnya. Perikatan yang lahir dari undang-
undang, diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang

mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka

106 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 27. Intermasa, Jakarta, 2014, hal. 1.
107 |bid.
108 |pid.

39



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

berlaku suatu perikatan hukum. Mereka terikat satu sama lain karena janji.

Perikatan berakhir kalau semua janji sudah dipenuhi oleh para pihak.%

R. Subekti, mengartikan perjanjian atau kontrak adalah “suatu peristiwa

kekuatan ya

Dasar hukum dari kekt u kontrak ters ala : 38 ayat (1)

kontrak adalah refleksi dari pelaksanaan hak asasi manusia.*?

109 |bid, hal, 3.

110 Muhammad Syaifuddin, loc. cit.

11 Munir Fuady , op. cit. hal. 23.

112 Muhammad Syaifuddin, op. cit. hal. 18.
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Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela seseorang
yang membuat janji tentang sesuatu kepada orang lain dengan penekanan

bahwa masing-masing akan menerima dan melaksanakannya sesuai dengan

endak dan kekuatan

an adalah

pembuatan Ip’ hak atau
menimbulk ﬂ enimbulkan
akibat huku z atan hukum

adalah kon kan tindakan

hukum dise

Masyarakat Modern” yang dikembangkan oleh Robert A. Hillman.*t°

113 |bid. hal. 19.
114 bid, hal. 24.
15 |bid, hal. 37.

41



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Teori ini menegaskan bahwa “Contract law serves an important role
facilitating private arrangements and supportating freedom of exchange ”, artinya

hukum kontrak menyediakan suatu peranan dalam memfasilitasi hubungan

distributif. asyars
&
keadilan d ; jat luas s , “ aucham dan

&

Bowie men a prins can ceadilan distributif

terwujud, ya

o
g
o
” |
d

kepentingan hukumterhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban

116 |bid, hal. 38.
117 Ibid, hal. 39.
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atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus

ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.18

Makna kepastian hukum dalam kontrak mencakup sejumlah aspek yang

keadilan :

“Kepast J se ; "_ an ke gpastian hukum

hanya dapa : ‘ as entasi untuk kepastian

hukum dala : ang 3 S& ain n' beragam sesuai

oleh pertimbangan akan keadilan"yang dituangkan dalam putusan akhir

pengadilan.”

118 |bid, hal. 47.
119 |bid, hal. 48.
120 |bid, hal. 49.
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5. Jenis perjanjian/kontrak
Para ahli di bidang kontrak tidak ada kesatuan pandangan tentang

pembagian kontrak. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya,

bentuknya, aspe 3, Berikut jenis-jenis
kontrak b , ‘

da tempat

b. Kontrak menurut namanya
Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di
dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW. Dalam Pasal

1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua

121 3alim HS. Op. cit, hal. 27-32.
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macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominaat (bernama)

dan kontrak innominaat (tidak bernama).

Kontrak nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdata.

para pihak. Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan

Notaris.

. Kontrak timbal balik

Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak

menimbulkan hak dan kewajiban pokok. Perjanjian timbal balik
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dibagi menjadi dua, yaitu timbal balik sempurna dan sepihak. Kontrak

timbal balik sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu

pihak, sedangkan pihak lain wajib melakukan sesuatu. Perjanjian sepihak

perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan
perjanjian yang utama. yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik
kepada individu maupun lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian
accesoir merupakan perjanjian tambahan, seperti  perjanjian

pembebanan hak tanggungan atau fidusia.
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g. Perjanjian dari aspek larangannya
Penggolongan perjanjian  berdasarkan larangannya merupakan

penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankan para pihak

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.
Pasal ini menentukan salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan

kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan

122 Muhammad Syaifuddin , op. cit, hal. 151
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bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang

dibuat oleh kedua belah pihak .13

ayat (1) Perdata unyi “semua perjanjia Jibuat secara sah
berlaku sebaga

c. Asas itika

baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran

yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang ada.*?

123 Salim HS. op. cit, hal. 10.

124 |bid

125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
126 Salim HS. op. cit, hal. 10-11.
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d. Asas kepribadian (personalitas)
Asas kepribadian menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan

dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya. Hal ini terdapat

dalam Pasal 13 ! HPerd 315 KUHPerdata

berbunyi: “Dapa | perja diadak epen ketiga, bila
suatu perjanjia L fi sendi . nberian kepada

lai C | syarat Semace ini

Asas kepatutan mengarahkan substansi atau isi kontrak yang disepakati
harus memperhatikan perasaan keadilan dalam masyarakat. Perasaan keadilan

dalam masyarakat akan menentukan hubungan hukum para pihak itu patut atau

127 |bid, hal. 12.
128 |bid, hal. 13.
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tidak patut, adil atau tidak adil. Asas kepatutan disebut juga asas kepantasan

pada tataran moral dan akal sehat. Patut mencakup elemen moral, yakni

berkaitan dengan penilaian baik atau buruk dan elemen akal sehat, yakni penilaian

Suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk
menggugat kontraprestasi dari pihak lainnya. Asas moral ini terdapat dalam

Pasal 1339 KUHPerdata yang memuat ketentuan limitatif bahwa kontrak tidak

129 Muhammad Syaifuddin, op. cit. hal. 102.
130 |bid, hal. 102-103.
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boleh bertentangan dengan kesusilaan sebagai moral yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat.3!

Kant menegaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi dengan mana

kehendak dari i ' dak yang lain dalam

ruang lir > “‘mm“‘ .30‘
9 ha g bal balik

mengatur nilai-nilai
pandangan

Terdapa ¢ are g ahwa konsep

yang baik.3

31 |bid.
132 |bid, hal. 104.
133 |bid.
134 |bid.
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C. Asas kebiasaan
Asas kebiasaan mengarahkan suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk

hal-hal yang diatur secara tegas dalam undangan-undang, yurisprudensi dan

dirugikan untuk me enuhinyaatau dilanggarnya atau

diabaikan S an ef Penentuan ganti

rugi adala pemt; eml pembuktian dan

batas ganti

e. Asas ketetapa

Asas keadaan memaksa meng an setiap kontrak mencantumkan
klausula keadaan memaksa (force majeur atauovermacht) dalam kontrak. Hal

ini sebagai antisipasi bila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia atau

135 |bid, hal. 105.
136 |bid, hal. 106.
137 |bid, hal. 107.
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diakibatkan oleh kejadian alam, seperti banjir, gempa bumi, angin puting
beliung, hujan meteor dan sebagainya.!®

g. Asas pilihan hukum

yang akan

h. Asas pe

1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 14

1) Adanya kesepakatankedua belah pihak.

138 |bid.

139 |bid, hal. 108.

140 |bid, hal. 109.

141 Salim HS, op. cit, hal. 33-34.
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2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Adanya objek.

4) Adanya kausayang halal.

a oleh pihak

seseorang

empurna  tetapi

Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa
yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuannya pembuatan
perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi
para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, jika timbul sengketa di

kemudian hari.
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b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan

lainnya. Prestasi ini terdiri darl perbuatan positif dan negatif. Prestasi
terdiri atas:

1) Memberika sesuatu.

2) Berbuat sesuatu.

3) Tidak berbuat sesuatu.
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d. Adanya kausayang halal (geoorloofde oorzaak)
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (kausa

yang halal). Dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan kausa

y

tidak terpenuh 4 ianjian_itu dapat dibatalkan pihak dapat

mengajukan da pe i ‘ ang disepakati.

jian sejak semula sudah

s,

engharuskan suatu pihak untuk

"

batal (nietig), jika mengandung

melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau

yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.43

142 |pid, hal. 34-35.
143 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta. 2006, hal. 129.
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Bertentangan dengan undang-undang, misalnya perjanjian untuk
melakukan kejahatan. Bertentangan dengan kesusilaan, misalnya perjanjian satu

pihak meninggalkan agamanya untuk memeluk agama lain. Bertentangan dengan

ketertiban umum ang yang melebihi
dayam
9. Seba
a.

ofde oorzaak)
tidak dijelaske ; S ena itu, untuk
memahami pe : .. _, ‘ -_ yar sebagaimana
dimaksud Pasal 13 et RedLbme tiu G atau pendapat
ahli hukum k

kna. Vollmar
memberikan p W agai maksud atau
tujuan dari kont lah isi kontrak itu
sendiri. Kausa merup g saling diperlukan oleh
para pihak. Herlien Budiono “kausa” dalam ilmu hukum

mengandung pengertian sebagai dasar yang melandasi hubungan hukum di

bidang kekayaan. 14

144 |bid, hal. 137.
145 Muhammad Syaifuddin, op. cit, hal. 131.
146 |bid.
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Menurut Niewenhuis, sebab atau kausa menunjuk pada hubungan tujuan
(causa finalis), yaitu apa yang menjadi tujuan atau yang hendak dicapai para

pihak pada saat pembuatan kontrak. Penjelasan Niewenhuis tersebut sikron dengan

berpendapa S 3 een geoorloofde
oorzaak) tu “tujuan
bersama” da ontrak.'4®

Men erlien B i '_'.I kausa yang halal

dalam penge Jjua : . Kausa yang

halal dalam j > § /2 ; J nya hak milik
r' 4

rumah dari p embeli kepada

penjual. Motif p @' ya. Motif pembeli

rumah mungkin untuk a atikan motivasi dalam

Herlien Budiono lebih lanjut menjelaskan bahwa motif penting bagi
hakim dalam menentukan kausa suatu kontrak. Hakim akan menelaah motif

yang menggerakkan para pihak dalam pembuatan kontrak. Hakim sebelum

147 Ibid, hal. 131-132.
148 |bid, hal. 132.
149 |bid.
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menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan motif yang menjadi pokok
sengketakontrak, mempunyai kausa halal atau tidak halal.t>

b. Kiriteria/ukuran sebab atau kausa yang tidak dilarang

Menurut A : : a0 ! dan Yunial Laili
Mutiari ang tidak
dilarang,

1.

2. Ko (tidak sama
gan dengan
ngan dengan

m masyarakat
pakaian sangat

3.

pengangkut yang dapat membahayakan ketertiban umum.
Pengertian kausa atau sebab yang tidak dilarang sebagaimana dimaksud

Pasal 1320 KUHPerdata, harus dihubungkan dengan Pasal 1335 KUHPerdata

130 |bid.
31 |bid, hal. 133.
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yang menyatakan bahwa “Suatu kontrak yang dibuat tanpa sebab atau dibuat
dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Suatu

kontrak tidak sah (batal demi hukum) atau tidak mempunyai kekuatan hukum

enz yang

apa yang nja asio [(ale erti ok endasari) larangan

tersebut. Ini anya' kemungki | suatu kontrak tetap

membuat kontrak, tidak berarti a sebab atau kausanya dilarang. Jika

pembuatan kontrak oleh para pihak mengakibatkan dilanggarnya suatu undang-

132 |bid, hal. 134.
133 |bid.
134 |bid, hal. 134-135.
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undang, maka rasio dari larangan menurut undang-undang itu yang menentukan
batalnya suatu kontrak.®

Terkait kesusilaan sebagai kriteria/ukuran dari sebab atau kausa yang

tidak dilarang, tida AN merupakan norma-

norma Sos “"&‘t\“ .tg‘ dan diikuti

lain. Apa ya

baik, saat i erima sebagai suat ke adinya perubahan

bertentangan dengan asa s pokok dalar anan masyarakat. Berbeda

dengan kesusilaan, titik tolak ketertiba um adalah elemen kekuasaan.*%®

135 |bid.
136 |bid.
137 Ibid.
138 |bid. hal. 136.
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Sehingga dipahami bahwa perbuatan hukum kontraktual yang maksud
dan tujuannya dilarang oleh undang-undang, dipandang pula sebagai perbuatan

hukum yang bertentangan dengan ketertiban umum dan bertentangan dengan

kesusilaan. Denga dengan ketertiban

P SN "0.
()
r

dan terapi atau tindakar c . ang berbeda
yaitu sebagai pe ' agai- alas ‘ tau dis sebagai
pertanda adala i g “ ampill an a-t3 atau menunjukan
perkembanga ah te S : 1.adalah sebab atau

tujuan dilakuk

di Kamboja 10% dan di Indonesia Penyebab mandul dari faktor istri

65%, faktor suami 20% dan yang tidak diketahui 15%.6°

159 |bid.

160Nj Wayan Ariati Trisna Dewi, Anom Suardika, Ryan Saktika Mulyana. Faktor penyebab
infertilitas pasien program IVF (In Vitro Fertilization) di Klinik Graha Tunjung Rsup
Sanglah. Intisari Sains Medis. 2019, Vol. 10, No. 3. hal. 741.
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Faktor utama penyebab mandul pada istri adalah tidak ada rahim. Agenesis
Mullerian atau aplasia mullerian atau sindrom Mayer-Rokitansky- Kister-Hause,

atau agenesis vagina, memiliki insiden 1 per 4.500-5.000 wanita. Agenesis

a_d I..secara embriologis,

L8 ) ot

2. Rahim tidak tumbuh sempurna

®1Anne-Marie E. Amies Oelschlager. Millerian Agenesis: Diagnosis, Management, and
Treatment. ACOG Committee Opinion. American College of Obstetricians and Gynecologist.
January 2018. Vol. 131, No. 1. hal. 36

162|pid. hal 38

163 Amru Sofian, Sinopsis Obstetri Fisiologi Dan Patologi, EGC, Jakarta, 2012, hal. 50.
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Pada wanita yang memiliki rahim tidak sempurna, kapasitas rahimnya
kurang. Rahim normal memiliki ukuran diameter sekitar 7 cm, jika

rahim berukuran kurang dari itu, maka akan menyebabkan wanita kesulitan

3.
ng tidak
L g pit. Rahim
ungkin saja
matur sangat

4.
purna. Seperti
Ingkatkan resiko

5.

normal melalui operasi.
6. Rahim bentuk hati
Rahim berbentuk seperti hati karena adanya sekat yang menempel di

bagian dinding atas rahim. Kondisi ini menyulitkan proses reproduksi.
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Selain kelainan bawaan, beberapa keadaan menyebabkan rahim diangkat

bagi seorang wa ahkar me , erlu tindakan
medis untu atasi \Vienghadapi penya eny ebut tindakan

medis yang

4Manuaba I.B.G. llmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk
Pendidikan Bidan. Jakarta: EGC ; 2012. hal. 30.
165 1bid. hal. 32.

1%6Erna Setiyaningrum, Asuhan Kegawatdaruratan Maternitas (Asuhan Kebidanan Patologi),
iN Media, Bogor, 2014, hal. 165.
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2. Endometriosis yaitu sel-sel lapisan dalam dinding rahim ditemukan di luar
dinding rahim.

3. Penyakit radang panggul yaitu terinfeksinya sistem reproduksi oleh bakteri.

4.

5.
6 ok an alam rahim

7.
hamil karena
penyakit y DE AL e .' : ah wanita dengan
penyakit jantung. Kehami er p'pada ibu karena
dapat mempe Ja janin dapat
menyebabkan ¢ , lahir prematur
dan lahir mati. informasi tentang
risiko dan membantu v jutkan kehamilan atau

'¢7Starry Homenta Rampengan. Penyakit Jantung PadaKehamilan. Badan Penerbit Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2014. hal. 177.

66



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perlu dipertimbangan efek penyakit jantung pada kehamilan serta risiko
ibu dan janin. Efek pengobatan atau intervensi selama kehamilan dan

perburukan penyakit jantung serta risiko kematian ibu. Hal ini perlu

enggunakan metode

berdebar atau sesak nafa

4. Kelas IV Tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan. Terdapat

gejala saat istrahat. Keluhan meningkat saat melakukan aktivitas.

168 |pid. hal. 178.
Bambang B. Siswanto. Pedoman Tatalaksana Gagal Jantung PP PERKI. Edisi Kedua.
Jakarta. 2020. hal 24
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Bila seorang ibu hamil dengan kelainan jantung kelas Il dan IV ada dua

kemungkinan penatalaksanaan yaitu : terminasi kehamilan atau meneruskan

kehamilan dengan tirah baring total dan pengawasan ketat serta dalam posisi

70Cho L. Heart Disease and Pregnancy. Available from
http://my.clevelandclinic.org/heart/women/conditions_pregnancy.aspx Diakses pada : Oktober
2021. Pukul 19.00 WIB.

171 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya. Cet. 2. Pustaka Setia. Bandung, 2014, hal.
43.

172 pid, hal. 45.
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Faktor yang banyak mempengaruhi perubahan sosial adalah terjadinya
penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.'™

Salah satu kemajuan dibidang kedokteran adalah ditemukannya metode

pembuahan di lug au. di an sebu n,Vitro Fertilzation

suatu cawan.pe : erj iimplanta: tau ditanam
di rahim. h. Bisa juga

ditanamkan F: d a elalui suatu

perjanjian
Surroga alah seorang wan . anak yang
benihnya be berikan anak
tersebut kep [.176 p ~ ogate mother,
' 4
sperma dan ovu dimasukkan ke

jasanya. Surrogate mother diberi biaya untuk kebutuhan selama mengandung,

173 |bid. hal. 46.

174 Desriza Ratman. op. cit, hal. 2.

175 |bid.

176 Sonny Dewi Judiasih, op. cit, hal. 11
177 |bid, hal. 13
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saat melahirkan dan setelah melahirkan. Setelah melahirkan harus menyerahkan
anak tersebut kepada pasangan pemilik benih.1"8

Perjanjian surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita

dengan pihak lai buahan pasangan

S Uy ant® l%

negara yan
yaitu sel s
terakhir, sejak d A ara fertilisasi di | ogate mother

merupakan s

o
QD
o
<)
=
<3)
=
3
>

<
<5}

*«x‘-
R »
1z}
_ D
L 3
2 3
5 &
= s |
= o
o T
QD D
x O

agar bisa me

infertilitas dari

uterus (9,1%), ovarium (3,6%), kelainan seksual (2,7%).182

178 Ibid.

175 Desriza Ratman. op. cit, hal. 3-4.

180 |pid. hal. 37.

181 |pid. hal. 35.

182 Anastasia Oktarina, Adnan Abadi , Ramli Bachsin, Faktor-faktor yang Memengaruhi
Infertilitas pada Wanita di Klinik Fertilitas Endokrinologi Reproduksi. MKS, Vol. 46, No. 4,
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Surrogate mother terjadi karena istri tidak bisa mengandung disebabkan
kelainan pada rahimnya. Peran istri untuk hamil dan melahirkan dialihkan kepada

wanita lain dengan imbalan materi atau sukarela. Namun selanjutnya, terjadi

kosmetika

lahirk ihak yang disewa,
menjadikan teruta : yarakat status
ekonomi re

di sejumlah

bentuk dan je = alon * . emenuhi syarat

tertentu. Sehing ate gk membahayakan bagi

a. Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma),

dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Hal ini dilakukan pada istri

Oktober 2014. hal. 296
183 Desriza Ratman. op. cit, hal. 37.
184 bid. hal. 35-36
185 |bid. hal. 38-39.
186 |pid. hal. 41.
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memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya telah diangkat, cacat atau
ada penyakit atau sebab-sebab lain sehingga tidak bisa hamil.

b. Sama dengan bentuk yang pertama, tetapi benih yang telah

rahim surrogate

diserahkan dan diasuh oleh dan pasangan suami-istri. Jadi, yang
menjadi ayah dan ibu genetik/biologisnya adalah laki-laki dari
paangan suami-istri dan surrogate mother yang memberikan ovum.

b. Gestational surrogacy

187 Sonny Dewi Judiasih, op. cit. hal. 14-15.
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Kehamilan yang berasal dari sel telur atau ovum wanita yang telah

dibuahi oleh sperma suaminya, kemudian dikandung dalam rahim

wanita lain hingga melahirkan. Anak yang dilahirkan surrogate mother

a. Wanita ingin hamil sempurna dan melahirkan anak di rumah karena
kecewa melahirkan di rumah sakit.

188 1bid. hal. 5.

189 1bid. hal. 7.
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b. Wanita itu ingin mengalami rasanya mempunyai seorang anak karena dia
tidak pernah hamil disebabkan suaminya telah menjalani vasektomi.

c. Wanita lain menyatakan bahwa setelah menjadi surrogate mother dan

Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No.

73/Menkes/PER/I1/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi

Reproduksi Buatan. Kedua peraturan ini hanya memperbolehkan pembuahan di

190 |bid. 57.
91 |bid. 61
192 |pid.
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luar rahim terbatas pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah
(Pasal 14) dan ancaman bagi tenaga medis yang melakukannya (Pasal 10).1%3

Terhadap praktik surrogate mother, pemerintah harus menentukan langkah

sesuai hukum po i an maupun hukum

lain guné “&%%&“ .&0 S
adalah apabilas he i 0 e‘@
AP : &

mengenai

berikut:1°°

2.

3.

surrogate mother. Berdasa
tentang HAM dinyatakan “Dalam upaya melanjutkan keturunan diharuskan

melalui perkawinan yang sah”.!%® Untuk kepastian hukum, perlu dibuatnya

193 Desriza Ratman. op. cit. hal. 4-5.

194 |bid. hal. 40.

195 Sonny Dewi Judiasih, op.cit. hal. 57-60.
19 Desriza Ratman. op.cit. hal. 43.
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peraturan atau petunjuk pelaksanaan surrogate mother agar tertib. Negara perlu

mengatur surrogate mother secara khusus.®’

)atkan  posisi
dalam hubunga at n a-dan_masyarakat. esif memiliki tipe
responsive, diluar narasi

tekstual huku

sendiri, tetapi untuk tujuan dan mak osial yang melampaui logika hukum.

197 Sonny Dewi Judiasih, op.cit. hal. 62.
198 Satjipto Rahardjo. op.cit. hal. 2.
+*71oid. hal 5-0.

200 |bid. hal 7.
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IS.JI9AI

nery we[sy sej

Sekalipun Negara hukum, tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan

dengan dan melalui hukum.2°?

demikian, arge E nya sehingga
terjadi perceraiar oF eraie ak rbagai masalah
antara lain ahnya larga : b ka wvinan, hubungan
kekeluarga
hadap tujuan

uk melahirkan

antara satu sama lain saling meng
Dalam at-Tanzil al-Hakim, disebutkan perkawinan memiliki dua

landasan, vyaitu, hubungan seksual dan hubungan kemanusiaan dalam

201 1bid. hal 21.

202 Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan,
Jurnal llmu Pemerintahan dan Sosial Politik, VVol. 2, No. 2, 2014, hal. 142.

203 Isma’il Raji Al-Farugi, Tauhid (terj), Pustaka, Bandung, 1988, hal. 139.
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IS.JI9AI

nery we[sy sej

bermasyarakat. sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl, ayat
72 yang artinya : “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri

dan menjadikan dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan dia pula

yang menciptakan® manu dari_ air, 12 ia jad manusia itu punya

AN 9y

LA AN

%\‘.’*“ .
< :
SED
o
3
S

damai dalg
anggota m
langgeng m

biak melalu

mengatakan t
syahwat, (3)
melaksanakan
adalah dikaruniai an
suami-istri. Kehadiran ana : ernikahan adalah suatu keharusan dan

kebanggaan.?%

204 Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan
Hukum Adat, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 417.

205 A Darussalam, Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains, Thadis, Vol. 8. No.1.
2017, hal. 2

206 Nurul Alifah Rahmawati, Hirma Susilawati, op.cit. hal. 407-408
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Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah :207
1. Berbakti kepada Allah.

2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi

3.

4.

5 N “;1 golongan
2.Hak me

tu penyebab
terjadinya p erteng se ;“-'e e ena pasangan
belum memi : an. aling Va s pihak mandul
dan tidak bis K ak. .,Akbiat .pertengk aka istri yang
paling kena da turunan.?%
sebuah keinginan

yang wajar. Peran p dengan hadirnya anak

keturunan. Worlth Health Organization (WHO) memperkirakan 8-12% pasangan

mengalami kesulitan untuk memiliki anak dan tersebar di seluruh

207 Santoso, op.cit. hal. 418.
208 | bid, hal. 149.
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Negara. 17% pasangan yang menikah lebih dari dua tahun belum pernah hamil.
WHO menyatakan penyebab infertilitas 36% pada suami dan 64% pada istri..?%®

Wanita menikah yang tidak memiliki anak akan mengalami tekanan

tanggung ja da wanita apabila tidak m: : an seorang anak.
Dikalangan orar i dan Muslim, bangse a dan Indian

Amerika, ke 3 ‘ @ ' menceraikan

yang gagal, karena tidak ada keturunan-atau pewaris. Keluarga tanpa anak, oleh

masyarakat cenderung didiskredit, direndahkan, dipandang sebelah mata atau

209 Nurhasyanah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Diri pada Wanita
Infertilitas, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi VVol. 1, No.1, Oktober 2012, hal.
143.

210 pid.

21 bid.
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bahkan mendapat prasangka seperti karma atau penyakit. Stigma keluarga tanpa

anak sebagai keluarga gagal, membuat suami istri mengalami ketidaknyamanan,

apalagi jika pernikahan telah berlangsung cukup lama.??

212 Ahdul Malik Iskandar, Hasanuddin Kasim , Harifuddin Halim, Upaya Pasangan Suami Istri
yang tidak mempunyai Anak dalam mempertahankan Harmonisasi Keluarganya, Jurnal
Society, Vo. 7, No. 2, 2019, hal. 149.

213 bid, hal. 160.

214 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

215 Suprin Na'a, Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia, Jurnal
Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 2010. hal. 133

216 Undang-Undang Dasar RI 1945
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pandang mas 3Si 1 engenai s yang benar
terkait hubunga anusia de Sa Jalam masyarakat
atau neg ] keadilan ad3 : <an hak-hak dan

kewajiban d

fair. Keadilan sebagai fairness gkapkan bahwa prinsip keadilan

217 Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum
Ketatanegaraan, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, Desember 2015. hal. 857.

218 John Rawils, op.cit. hal. 7.

219 1bid. hal. 11-12
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disepakati dalam situasi ideal yang fair.?2° Keadilan sebagai fairness terdiri dari

dua bagian : (1) Interpretasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang

ada, dan (2) Seperangkat prinsip yang akan disepakati.??!

Keadilan _s )a irne dari teori kontrak.

tidak bisa men ya. Ata 3 Kk jika lenyapnya
kebebasan nlah orang 3 s besar yang
didapatkan

Keadilan sosial memilil "-‘_ i, Yaitu keadaan

220 1bid. hal. 13-14.

221 |bid. hal. 17.

222 |bid. hal. 18.

223 |bid. hal. 4.

224 Ahmad Fadlil Sumadi. op. cit. hal. 859-860.
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serta manusia dengan Tuhannya.?”® Menurut Darmodiharjo, keadilan sosial
menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing- masing

harus diberi kesempatan menurut menselijke waardigheid (kepatutan

kemanusiaan).??

untuk dite
diperhitung
Sedangkan

berdasarkan

dan merupakan

perhiasan dalam ke ah tangga WT dalam Alquran
Surat alKahfi . adalah perhiasan
kehidupan dunia tetap Q . ‘ - erus adalah lebih baik

pahalanya di sisi Tuhanmu serte

225 Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan

Ideologis Bangsa, DiH Jurnal [Imu Hukum Vol. 13. No. 25. Februari 2017, hal 13.

226 Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 156-157.

227 Roro Fatikhin, op. cit. hal 307,

228 Byudhy Munawar Rachman, loc. cit.
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Membentuk keluarga dan memiliki anak, dijamin dalam UUD 1945.

Dalam BAB XA terdapat pasal yang menjamin hak rakyat Indonesia untuk

membentuk keluarga dan memiliki anak atau keturunan. Pasal 28 B Ayat (1),

dioperasi d t. uga na. ke hnya sendiri

tidak dibolehka 1. Keadaan ini menyebabkan v abut tidak bisa

uang sewa, sedangkan arti kata “rahi permakna kandungan atau peranakan.
Maka dapat diartikan istilah “sewa rahim” merupakan pemakaian (peminjaman)

rahim dengan memberi/membayar uang sewa.?*

229 Undang-Undang Dasar 1945
280 Muhammad Ali Hanafiah Selian, loc. cit.
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Beberapa kepustakaan mengartikan surrogate mother dengan istilah “sewa
rahim”. Namun, pemakaian kata sewa rahim, dapat menimbulkan salah memahami

karena seolah-olah rahim dijadikan sebagai benda atau objek yang disewakan

tidak hanya se bang, namun

berkaitan e isa dipahami

AtAaNy

\\ =
=\ '}

{

>

| S—

[

~

Q

>

o}

(¢»]

=

QD

=

secara lebi epat diartikan
dengan istila

yang diganti

berbeda yaitu sebagai pertanda dan sebagai alasan atau sebab.
Indikasi medis dalam pengertian pertanda adalah kondisi tertentu yang
menampilkan tanda-tanda bahwa harus diperlakukan dengan cara tertentu atau

menunjukan perkembangan kearah tertentu. Gejala yang muncul juga bisa
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menjadi indikasi penyakit dan dokter dapat menggunakan gejalasebagai salah satu

cara untuk mendiagnosis penyakit. Indikasi medis dalam pengertian alasan adalah

merupakan sebab atau tujuan yang membenarkan dilakukan pengobatan atau

medis dalam perjanjian surrogate mother adalah wanita dari pasangan suami-
istri tidak bisa hamil karena ditimpa penyakit atau kecacatan pada rahim yang
menghalangnya untuk hamil dan melahirkan anak atau rahim wanita tersebut

telah diangkat melalui pembedahan.

21 Nurul Alifah Rahmawati. op. cit. hal. 413.
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Dalam pelaksanaanya, surrogate mother memiliki berbagai bentuk,

yaitu ;232

a. Benihisteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian

dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini

isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari isteri yang

tidak bisa hamil.

2%2Muhammad Ali Hanafiah Selian, Surrogate Mother; Tinjauan hukum Perdata dan Islam,
Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017. Hal. 135
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Dari berbagai indikasi dan bentuk surrogate mother tersebut, maka bentuk
yang merupakan indikasi medis adalah benih isteri (ovum) disenyawakan dengan

benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Hal ini

rahim wanita lain setelah kem : ami-istri, tidak boleh
dilakukan. Beg as maka perjanjian
surrogate
maka pelak
dilakukan.

Bebe

mau hamil,

;‘g\ﬁl\\‘%\ "

-
R

Indikasi lain,
anak. Begitu jug
ingin mencari pendag
maka perjanjian surrogate n

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa surrogate mother (ibu surogasi)
atas indikasi medis adalah jika wanita pemilik sel telur (ovum), secara medis
dibuktikan tidak memiliki rahim untuk hamil atau secara medis tidak boleh

hamil karena memiliki penyakit tertentu yang membahayakan wanita
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tersebut jika hamil. Wanita ini berhak untuk mendapat perlakuan khusus yang

dijamin UUD 1945 agar bisa memiliki anak atau keturunan.

Selain memiliki indikasi medis yang jelas dalam pelaksanaan surrogate

5
apA%e

s ) R0

5K\

=~
D
wn
D
3
=]
QD
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QD
5
o
QD
=]
[
jab)
>
~
D
QD
=
5
p}
. N

w

w

perlakuan
karena men
agar bisa m
dijamin oleh

orang berhak

dibatalkan oleh seluruh masyarakat. Pasangan suami-istri yang tidak memiliki

keturunan karena istrinya tidak bisa dan tidak boleh hamil, perlu diperlakukan

23 Undang-Undang Dasar 1945

90



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

secara adil. Salah satu prinsip keadilan menurut Suryawaskito adalah keadilan

atas dasar kebutuhan.

Surrogate mothe

‘%‘iﬁﬂ “ \“‘qﬁi “. . utuhan mereka

merupakan satu-satunya cara bagi pasangan suami-

keadilan

: ‘!s\@.’

WY

apabila pa
surrogate

Undang H

2. Perjanji

berkontra

menekankan tentang perlu adanya bagi manusi. Hal itu berlaku juga
terhadap hal yang berkaitan dengan kontrak.23*
Adam Smith mengatakan bahwa ketentuan perundang-undangan

seyogyanya tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak. la

234 Sutan Remi Syahdeini, op. cit. hal.19.
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berpendapat bahwa menurut sistem kebebasan berkontrak, penguasa hanya
mempunyai kewajiban melindungi masyarakat dari tindak kekerasan dan invasi

dari masyarakat lain. Melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan

yang dilakukan ole i pa umum yang tidak
ST TEEES *h
k 3 " berikan
bl

i

kL
-

NANAE

mother memiliki asas yang mendasar untuk bisa dilaksanakan. Walaupun setiap

orang bebas membuat perjanjian, namun tidak bisa membuat suatu kesepakatan

25 |pid. hal. 20.
236 3alim H.S., Hukum Perjanjian Teori dan Tehnik Penyusunan Perjanjian, loc. cit
237 peter Mahmud Marzuki, Batas-batas Kebebasan Berkontra.; loc. cit.
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sebebas-bebasnya. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan hukum yang

dilakukan di Indonesia harus memenuhui syarat dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui perjanjian surrogate mother atas indikasi medis sah secara

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian
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perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau
ditulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.?®®

Agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan oleh para pihak serta dapat

hukum, maka 1g dibuat para pihak

L LTS %‘

ena mengenai

maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah ada

238 Subekti, loc. cit.
239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tidak ada dasar untuk saling
menuntut di muka hakim.24°

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Sepakat a bahwa dua subjek

B Ny, ot '%.
hal-hal yang pe _&“&msqeﬂmﬁf

yang same
harus mempu
harus dinya

Pern
perhubung

menentukan annya ara p harus saling

telah diperjanjikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesepakatan adalah

240 \Wirjono Prodjodikoro, op. cit. hal. 213.

241 Sybekti, op. cit. hal. 17.

242 |bid. hal . 135.

243Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Cet. 9. Mandar Maju. Bandung. 2011.
hal. 27.
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persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak
lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak tidak dapat

dilihat atau diketahui orang lain tanpa dinyatakan.?*

"'v
.
%

dilaksanakan.

mother harus

.;.“\*‘a\"?’l\a\
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Dengan adanya pernyataan kehendak dari pasangan suami-istri kepada
calon ibu surogasi serta adanya penjelasan medis dan teknis dari dokter, hal ini

akan menjadikan kesepakatan dalam perjanjian ibu surogasi tersebut dapat

24 Muhammad Syaifuddin. Op. cit. hal. 112
2453alim H.S. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. op, cit. hal. 33.
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terhindar dari unsur pemaksaan, khilaf dan penipuan. Dengan demikian syarat
sahnya perjanjian yang pertama, bahwa harus sepakat mereka yang mengikat

dirinya terpenuhi.

L
adalah kecakap an .perbuatan hukum
&
Perbuatan hukum pulkan akibat hukum.

Orang-orang yang akan ak arjan aruslah orang-orang yang
cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum,

sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.?¥’

246 Subekti, op. cit. hal. 17.
247 5alim H.S. loc. cit.
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Menurut Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili
Mutiari, persyaratan kecakapan para pihak yang membuat kontrak sangat
diperlukan karena hanya orang yang cakaplah yang mampu memahami,

melaksanakan dan.r

Q"‘\_

batal demi hukum jil

d) Terhadap kontrak yang dibuat oleh orang-orang yang dilarang oleh

undang-undang melakukan perbuatan tertentu, maka mereka dapat

248 Muhammad Syaifuddin. Op.cit. hal. 123.
249 Munir Fuady. Op. cit. hal. 61-62.
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menuntut pembatalan kontrak tersebut, kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang.

KUHPerdata menempatkan istri sebagai orang yang tidak cakap membuat

suatu kontrak. Dew idak cakap membuat

SNy

a) .‘ﬂ empatkan
bl
b) tentang
ekayaan, bukan
C) Perkawinan
[ 6 Tahun 2019
’ edudukan yang
o
elakukan perbuatan
d) 0:@ ‘ 963 juga menyatakan

istri tetap cakap be C ut Pasal 108 dan Pasal 110

KUHPerdata.

e) Dalam praktek hukum sehari-hari, istri umumnya dianggap cakap membuat
kontrak atas barang-barang yang dia kuasai dan/atau milikinya.

20 bid. hal. 70-71
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Dalam perjanjian surrogate mother para pihak yang membuat perjanjian
tentunya cakap menurut hukum. Pasangan suami-istri sebagai pihak yang akan

menitipkan embrio mereka secara hukum telah dewasa dan memahami

istri yang a

surogasi.

Wanita ca » 13 5 nernah he dan memiliki anak

karena telah men an  serta 2gala perubahan dan

pasca melahirkan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam perjanjian surrogate
mother, para pihak telah memenuhi syarat cakap dalam membuat perjanjian
tersebut. Perjanjian ini dilakukan oleh para pihak yang masing-masing telah

menikah dan masih terikat dalam pernikahan mereka. Bagi pihak calon ibu
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surogasi, telah mempunyai pengalaman tentang hamil, melahirkan dan pasca

melahirkan.

3. Suatu hal tertentu.

menjadi objek perjanjian. Istilah “belum ada t berarti mutlak, misalnya
perjanjian jual beli padi yang akan baru ditanamnyat an. Namun istilah
“belum ada’ akan menjual

beras, tetapi § uh ketangan si

pendapat Agus Yudha Hernoko, ba al atau objek tertentu yang diatur
dalam Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerdata adalah prestasi yang menjadi pokok

kontrak. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan yang

21 Subekti, op. cit. hal. 19.
252 Munir Fuady. op.cit. hal. 72.
253 Wirjono Prodjodikoro, op. cit. hal. 21.
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menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan
luasnya kewajiban para pihak adalah tidak mengikat.?>*

Kontrak dibuat dengan tujuan untuk menimbulkan, mengubah atau

mengakhiri perik ‘ jibkan kepada para
pihak yz g ‘?&Q"\ .@@’ emberikan

: : falah kewajiban
o

sesuatu,

<
5
«
5
=3
ARt
)
&
=
>S5

demikian t ontrak harus
sudah mene ; : ta kewajiban
hukum kont z :

"" : njadi objek
perjanjian ade %; yang menjadi
kewajiban dan ﬂ sitif dan negatif
seperti memberi ' sesuatu. Prestasi

Pada perjanjian surrogate mother, yang menjadi objek perjanjian atau
hal yang tertentu adalah ibu surogasi berkewajiban mengandung embrio yang

berasal dari pasangan suami-istri yang membuat perjanjian dengannya. Selama

24 Muhammad Syaifuddin. op. cit. hal. 128.
255 | bid.
256 Salim H.S. op. cit. hal. 34.
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hamil ibu surogasi harus merawat kehamilannya sebagaimana dia merawat
anaknya sendiri. Setelah melahirkan, maka bayi yang dikandungnya harus

diserahkan kepada pasangan suami istri yang membuat perjanjian. Inilah

pasangan s biayai semua

LG Y

tindakan me dakan medis
selama ham

Selai

tanan
3

segala konsek candungan, janin
cacat atau tidak b di, maka pihak pasangan
suami-istri harus tetap .Q ang.timbul dan harus menerima
apapun kondisi anak yang ¢ ‘ . Hal ini harus jelas dinyatakan

dalam perjanjian.

Begitu juga sebaliknya, jika terjadi keadaan yang bisa menimbulkan
cacat atau kematian pada ibu surogasi akibat dari kehamilan tersebut, maka
pihak pasangan suami-istri harus membiayai semua biaya yang timbul, memberi

dana santunan atau sagu hati sesuai kesepakatan. Selain itu, pada keadaan
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tertentu, jika meneruskan kehamilan akan membahayakan keselamatan ibu

surogasi, maka kehamilan tersebut dapat dihentikan atas indikasi medis.

4. Suatu sebab yang halal.

'
yang menjad a ) i ertian sebab atau
kausa yan
Budiono menjelz ahwa kausa dala T andung pengertian
sebagai dass
Suatu kontra reth Uiyl akibat menuhi dua
syarat. Pertama.itt kontra : ypan atut. Kedua : harus

mengandung ¢

perjanjian. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau

dorongan jiwa untuk membuat perjanjian pada asasnya tidak dipedulikan oleh

257 | bid.
258 Muhammad Syaifuddin. op. cit. hal. 131.
29 | bid.
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undang-undang. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang ada dalam

gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan

oleh hukum adalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.°

merupakan..im netralisasi terhadap

“k&‘““ .Ba an prinsip

Mahkamah Agung mempunyal pendapat tentang kausa yang halal,

sebagaimana tercermin dari Putusan MA No. 268K/Sip/1971, yang berpendapat

260 Sybekti, loc. cit.

261 Munir Fuady. op. cit. hal. 73.

262 |bid. hal. 74.

263 Muhammad Syaifuddin. op. cit. hal. 132.
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bahwa alasan atau kausa yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1320 KUH
Perdata merupakan suatu “tujuan bersama” dari kedua belah pihak yang

menjadi dasar pembuatan kontrak.2%*

au tujuan bersama

para piha h%\“‘ .&

pihak yang
lain.
Tujuan bersama pa < al atau tidak karena
pada Pasal 132
menentukan s
perlu dikaitkan
suatu perjanjian.
Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi : Suatu sebab adalah terlarang, apabila
dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik

atau ketertiban umum.?®® Maksud kebebasan berkontrak adalah bebas untuk

264 | bid.
265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

2.2.  Kedudukan hukum perjanjian surrogate mother.atas indikasi medis

F

=2

rJ

o

v
&
«£oF

-

|} \ &

terlarang, a sebab itu

bertentanga aupun pasal

1320 KU yang halal,

ARAENY

arameter atau

ndang-undang.

Beberapa peratura hdangar s r tentang bayi

dengan yang dimaksud kehamilan berbantu.
a) Perjanjian ibu surogasi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan
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Pasal 72 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
menyatakan bahwa setiap orang berhak :25¢

a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang

au kekerasan dengan
“'\\\\"“l .00

i s .‘ bas  dari
& .

ng mengenai

dan dapat

Dalam Pasal 74 mengatur tentang reproduksi berbantu, sebagai mana

dinyatakan dalam Ayat :257

266 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
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(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif,

preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi

dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan

sebagaimana
emerintah.

duksi berbantu

apat dilakukan

kewenangan untuk itu; dan c. pada fasilitas pelayanan kesehatan

tertentu.

268 |bid.
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(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

:

<
i
‘;
-
Pl

.

terdapat dalam Pasal 1 angka 10, menyatakan : Reproduksi dengan bantuan
atau kehamilan di luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan

di luar cara alamiah tanpa melalui proses
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hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak
memperoleh hasil. 2%

Jelas bahwa reproduksi berbantu dilakukan bila cara-cara alami untuk

. I.pasangan tersebut
STty o
Na.-secs 2k b £ hamil,

dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim

istri dari mana ovum berasal.

269 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
270 | bid.
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(3) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak

f.  Mampu membiayai persalinan dan membesarkan bayinya.
g. Cakap secara mental.
Pada Pasal 43 lebih jelas bahwa wanita dari pasangan suami-istri yang

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, memiliki rahim yang baik

271 bid.
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untuk bisa jadi tempat tumbuh kembang janin serta tidak dilarang hamil.
Hal ini dinyatakan dalam Pasal 43 Ayat :272

(1) Kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia

pada rahim harus

Dari pasal-pasal yang tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa Peraturan
Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini

mengatur tentang reproduksi berbantu pada wanita yang memiliki rahim

272 |bid.
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dan boleh hamil. Sehingga peraturan ini tidak dapat diberlakukan pada
wanita yang tidak memiliki rahim atau secara medis dilarang hamil.

c) Peraturan Menteri Kesehatan No. 039/Menkes/SK/1/2010 tentang

Pada Pasal 2 Ayat (2) berbunyi : Ruang lingkup peraturan menteri ini
meliputi persyaratan, izin penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan,

pembinaan dan pengawasan serta penelitian dan pengembangan. Dari

273 Peraturan Menteri Kesehatan No. 039/Menkes/SK/I/2010 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu
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Pasal 2 Ayat (2) ini jelas bahwa peraturan ini lebih mengatur pada hal-

hal teknis pelaksanaan reproduksi berbantu.

Pasal 2 Ayat (3) berbunyi : Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu
yang terikat

peroleh

Ayat (3)

reproduksi

ang Kesehatan
sal 1 angka 1

bantuan atau

apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan

spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung.?™

274 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah
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Pasal 14 Ayat (1) menyatakan, pelayanan teknologi reproduksi berbantu

harus didahului dengan konseling dan persetujuan tindakan kedokteran

(informed consent). Ayat (2) menyatakan, konseling dan persetujuan

berb t !
boleh h api ":'__ al Iiniberbeda

denge

boleh

e) Surat

Tabung di Rumah Sakit yang menyatakan : Dilarang melakukan surogasi

dalam bentuk apapun.?’®

275 Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan

Bayi Tabung di Rumah Sakit
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Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2000
tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit ini

merupakan pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan

mengatakan Kkesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam

berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit

276 | eden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika,
Jakarta, 1996, hal. 3.
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banyaknya mengenai kelamin (seks). Sedangkan kesopanan pada umumnya

mengenai adat kebiasaan yang baik.2’’

Wirjono Prodjodikoro membedakan antara kesopanan (zeden), yaitu

tindakan, me

Sistem nor en @re ; tu dan tempat

277 M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP, Remadja Karya,
Bandung, 1986, Hal.170.

278 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertenu di Indonesia, RefikaAditama,
Bandung, 2002, hal 110.

279 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1982. Hal. 10

280Tri Wahyu Surya Lestari. Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal ” Dalam
Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah. Yudisia, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
hal.288.
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nilai tentang kebaikan, baik berasal dari adat-istiadat atau kebiasaan turun-

temurun, bisa juga berasal dari keyakinan yang diyakini oleh kelompok

masyarakat tersebut yang berasal dari agama yang dianutnya.?®!

termasuk kejahatan.?%®

281 Desriza Ratman. op. cit. hal. 81.

282 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Ed. 2. Cet. 4, Kencana,
Jakarta, 2014, hal. 251.

283 Hadikusma Hilman, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1989. hal. 80.
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Kesusilaan memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang
berhubungan dengan nafsu. Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak

kesopanan. Sifat merusak tersebut tergantung pada pendapat umum, waktu dan

Dalam P
12/AD/VI11/201z2 aje im ang perbuatan
kesusilaan adala [ 3 melanggar | alu yang berhubungan

dengan naf: i ain. %> Rumusan k scara detail dapat

seperti meraba-raba buah dada see perempuan, meraba-raba kemaluan

wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan dan lain sebagainya.?®

%R, Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor,
1996, hal. 177.

285 pytusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 169-K/PM.I11-12/AD/V11/2012

286 pytusan Pengadilan Militer Balikapan Nomor: PUT-09-K/PM 1-07 AD/II1/2011
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menentukan

jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan yang

sama wujudnya di seluruh dunia, melainkan tergantung pada sifat-sifatnya

287 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri
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hidup suatu negara dan masyarakat.®® Dengan demikian, dapat dipahami juga

bahwa bertentangan dengan kesusilaan tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas.

Hal ini sangat tergantung pada norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam

menyatakan bahwa perjanjian surrogate mother dinyatakan bertentangan
dengan kesusilaan. Alasan dikatakan tidak sesuai dengan norma moral dan adat

istiadat serta kebiasaan umum masyarakat Indonesia tidak berdasarkan data dan

288 \Wirdjono Prodjodikoro. op. cit. hal. 38.
289 Desriza Ratman. op. cit. hal. 111-112.

122



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

fakta karena perjanjian surrogate mother tidak secara tegas dinyatakan dilarang
oleh norma-norma adat yang ada di Indonesia.

Alasan unsur zina dalam praktik surrogate mother juga tidak sesuai

dengan pengert| 1. zina berarti jahat.

“‘5\\\’“ .ggo i-laki dan
i vagi : ah
bl

amoral.

3. Bertentangan dengan ketertiban umum

290 M. Nurul Irfan. Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Ed. 2, Cet. 1. Amzah, Jakarta.
2013. Hal. 33-34
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Suatu pembuatan dan  pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar
prinsip kepentingan umum (openbaar orde). Sesuai prinsip hukum universal dan

sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan oleh

kepentingan pribad ang bertentangan pentingan/ketertiban

“"M&m‘“l

policy. Wal

sebagai ses menggangu
keamanan dz

mum, sukar
untuk diteta etertibar r ala q al  kepentingan
masyarakat sek ari ke ! ; enjadi terinjak-

ketatanegaraan.?%*

291 Munir Fuady, op.cit, hal. 82.

292Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia.
Alumni, Bandung, 1980. Hal. 21.

293 Wirjono Prodjodikoro. op. cit. hal. 39

2%4Tri Wahyu Surya Lestari, loc. cit.
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Menurut penafsiran sempit, arti dan lingkup ketertiban umum yakni
ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Penafsiran luas

tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum

positif saja, tetapi orinsip hukum yang

“
hidup dan tumbuh ‘!R\KQW“ .&  memiliki
<>
praktik telah ul be al p i stertiban umum,
antara lain:

a. Penafsiran s

1. Meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang

hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.

295 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 56.
29 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4e3e380e0157a/apa-definisi ketertiban-
umum- di akses pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 22.05 WIB
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2. Termasuk kedalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip
keadilan umum (general justice principle)

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur, menurut aturan

n dan keamanan atau

masyarakat

berjalan sepe ik i : ari hukum dan

Dalam Rang gaka j sal 1 angka 9
yang berbu : suatu keadaan

dinamis yang me emerintah, pe erah dan masyarakat

Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada Pasal 1 angka 4

yang berbunyi : Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

297 3, Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta,
2009, hal. 30.

298 Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, Kencana, Jakarta, 2016. hal. 188.

299 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban
Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka PenegakanHak Asasi Manusia
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Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang
memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat

melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan

Sebagai pengertian da 3 pid: eradilan yang adil.

Ketujuh : Kewa haki ampe ak ari perundang-

‘keamanan publik” (public safety) Pasal 12 (3) Kovenan Sipil dan

300 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

301 yu Un Oppusunggu, Pertemuan limu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga
Ketertiban Umum, Law, Society & Development, Vol. 2, No. 3, Agustus — November,
2008, hal. 3.
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Politik seperti yang diusulkan oleh beberapa negara saat perumusan Kovenan
Sipil dan Politik.2%?

Para pakar berpendapat bahwa konsep ketertiban umum dipakai untuk

membatasi atau me k ‘ at privat. Ketertiban

umum mewak “ha!’\‘ .e$ ektivitas di

mana hal ini j asi ‘.@ hak asasi
" 4

Pe
dalam Kovena terjemahkan se s insip-Prinsip
Siracusa (Si inciple sa Pri :.’ : ahwa ketertiban
umum (pub - ang digunaka an (Hak Sipil dan

Politik) har i : : : berfungsinya

manusia tertentu yang dibatasi berdasa ketertiban umum tersebut. Dengan

302 yosep Adi Prasetyo, Roichatul Aswidah, Asep Mulyana. Kajian Komnas HAM terhadap
Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia. Cet. 1. Jakarta Pusat. 2009. hal. 25.

303 1bid. hal. 27.

3041bid. hal. 28
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demikian, pembatasan hak yang didasarkan alasan ketertiban umum harus
dilihat kasus per kasus.3%

Pembatasan hak tertentu yang didasarkan pada alasan ketertiban umum

Ay

syarat keem

surrogate m

2R AR

at.
T as
*Ei‘ :

a
A

o
Y]
=
o
@D
=
2,
>
«Q
«Q
c
>
«Q
[}
>

dengan ketertiban um te mo tidak akan menyebabkan

s
San

terjadinya gangguan ketertiba gangguan keamanan masyarakat
apalagi gangguan keamanan negara. Menghormati hak

asasi manusia juga merupakan bagian dari ketertiban umum. Upaya untuk bisa

305 | bid.
3% |bid. hal. 29
307 Desriza Ratman. op.cit. hal. 111-112.
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memiliki keturuan, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus

dilindungi.

a. Untuk

ditegaskan'ba satu syara gasi emiliki suami.
Tidak bole S dibuat atau
diketahui ol
ogate mother
tidak berten@lftall d@aoah: Retertbant utham: UR jadinya risiko
ibu surogasi
k menjadi ibu

u syarat untuk

yang dimaksud dengan surogasi, keng surogasi dan apa tujuan dilakukannya
surogasi serta kenapa perlu ada perjanjian surogasi. Masyarakat Indonesia yang
memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya anak dalam kehidupan rumah

tangga, akan bisa memaklumi dan menerima surogasi dalam kehidupan mereka.
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3. Perjanjian surrogate mother atas indikasi medis ditinjau dari hukum progresif
Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah

untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap

Hukum progre endaki ag: ki g model status-

quo, melai secara aktif mencari dan menemuk Ues baru sehingga
manfaat kehadirs : syara f Oleh karena itu,
hukum proge

hukum untuk

hukum untuk mengisi kekosong positif saat ini. Menerapkan
pandangan hukum progresif, maka perjanjian surrogate mother merupakan

suatu terobosan yang inovatif dalam kebutuhan hukum manusia.

308 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif ; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. loc. cit
399 | bid. hal. 18.
310 |bid. hal. 21.
311 | bid. hal. 96.
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Perjanjian surrogate mother atas indikasi medis merupakan kesepakatan
parah pihak yang saat ini belum memiliki aturan hukumyang membolehkan

atau melarang. Kebutuhan pasangan suami-istri yang tidak bisa atau tidak boleh

mother

gresif, maka

perjanjian as in : qﬂ Hal karena
belum adanya a yang me : atas indikasi
medis serta any : S ] gatasi kebuntuan

dan kemand

beberapa hambatan dalam penerapan perjanjian surrogate mother, terutama

ditinjau dari sisi agama dan budaya masyarakat.

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
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Fatwa MUI yang dikeluarkan pada 13 Juni 1979 tentang bayi tabung,
berbunyi :312

a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang

ikhtiar berdasarkan

>
b. Bayi ta steri yang
i 'ﬂ’ gle ﬂ ebab hal ini
” H :
ya dengan
[ o
51'-’ ‘ﬁf gan ibu yang
& rd
ﬂy “t elahirkannya
C. i ta @ i yang telah
’ add az-zari’ah,
dalam kaitannya
dengan hak
d. Bayi tabung yang sp pil dari selain pasangan suami

isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama

dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah

312 Najib Junaidi, Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain (Analsis kritis Terhadap
Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu), Jurnal Hukum Islam, Vol. 17. No. 2, Desember
2019. hal. 198.
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(zina) dan berdasarkan kaidah Saddaz-zari’ah, yaitu untuk

menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Pada Fatwa MUI 1979 ini dengan jelas menyatakan bahwa surrogate

menyatakan
bahwa transfer e asil insemina ; a dan ovum dari
mnya haram.

dari pada

terkandung di

sehingga tidak

.ﬁ “ m lain adalah lahirnya
seorang anak dari rahim seora ‘ ang secara medis tidak mampu
mengandung dan melahirkan secara alami dan ketidakmampuan itu dapat

diatasi melalui prosedur yang tidak melanggar larangan agama.®!*

*131bid. hal. 199.
314 |bid.
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Syekh Ydasuf al-Qardawt mengharamkan praktik penitipan embrio pada
rahim istri yang lain karena akan menimbulkan kebingungan dalam menetapkan

siapa ibu yang sebenarnya. Sejumlah ulama tetap pada pendirian semula yang

Islamiyyah d nggota Majma’

al-Figh al- Universitas
Antar Bangs
Menurut mereka; pra tabung semaca : kan karena kedua
perempuan itu adalah istri i stri yang lain
mengandung lapat diketahui

dengan jelas, a tetap terjaga

315 |bid. hal. 200
316 | bid.
317 Nurul Alifah Rahmawati, Hirma Susilawati, op.cit. hal. 419.
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1. Percampuran nasab, padahal islam sangat menjaga kesucian/kehormatan
kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan
kemahraman dan warisan.

2.

3 ara tidak

ain selain

4 onflik dalam

5 i, sehingga

amkan Sewa
Rahim :
1 k diperbolehkan

ditemukan bahasan terperinci mengenai sewa rahim dalam dua sumber
utama tersebut, maka haruslah mengikuti ijma’. Dalam prinsip islam,

niat baik tidak mengubah sesuatu yang haram menjadi halal.

318 Muhammad Ali Hanafiah Selian, op.cit. hal 142-145
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2. Yusuf Qaradhawi, dalam buku Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3
menulis bahwa semua ahli figih tidak membolehkan penyewaan rahim
dalam berbagai bentuknya. Jika sel telur milik sang istri, tapi rahimnya

an menimbulkan

o

yang lebih besar sete

spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”.
5. Hasil sidang Lembaga Figh Islam OKI Il di Yordania tahun 1986
Memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan di

larang mutlak karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan
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hilangnya keibuan dan halangan syar’i lainnya. Begitu pula tidak di
benarkan menitipkannya ke rahim istri ke dua, ketiga dan seterusnya

bagi yang poligami.

sewa rahim ada

dan ulama di

agama Islam

adalah:%9
1. Adanya
dalam ben

2. Adanya pencamp 'Q a ‘
yang dilahirkan (termasuk

ayah biologis)

319 Desriza Ratman. op.cit. hal. 86-87.
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3. Perendahan terhadap marwah dan kemuliaan kaum wanita terhadap nilai

sebuah rahim karena di Islam, rahim merupakan organ yang paling mulia

karena daripadanyalah seorang wanita dapat dipandang mulia.

ang sudah

agama yang
melarang praktik surroga Insur zina, pencampuran

nasab, perendaha Na : 3a i tidak boleh

berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini.
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Zina juga dapat didefinisikan sebahai hubungan seksual antara laki-laki dan
seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan.32°

Ahmad Muhammad Assaf, mengatakan semua hubungan seksual yang

bukan atas dasar

definisi zina a
disertai adanya r daan sadar 3 1 nikah atau akad

kepemilika

2. Tidak adanya keserupaan atau keke n (syubhat) dalam perbuatan seks

(sex act).

320 M. Nurul Irfan. Loc.cit.
321 | bid.
322 Zuhdi M. Masail Figihnyah. Gunung Agung, Jakarta. 1997, hal. 34.
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Melakukan inseminasi buatan dengan sperma atau ovum untuk
memperoleh keturunan, menurut definisi Al-Jurjani di atas, tidak bisa disebut zina,

sebab tidak terjadi sexual intercourse (persetubuhan) dalam inseminasi buatan.

Namun menurut menurut hukum

seksual .

seksual itu diharamkan dan dils : ::' erta eadaan sadar.
Hubungan ang diharamkan adalah m masukka skipun hanya
sebagian ke
tidak. Wanita
syubhat, seperti

nikah tanpa saksi ata S sahaya dari laki-laki

Pada praktik surrog : : asukan embrio pasangan
suami istri kedalam rahim calon ibu surogasi adalah dokter dan bukan
dilakukan oleh suami dari pasangan yang akan menitipkan embrio tersebut.

Pada saat transfer embrio dilakukan, dokter juga tidak bekerja sendiri, namun

323 |bid. hal. 35.
324 M. Nurul Irfan. loc. cit.
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dibantu atau didampingi oleh beberapa paramedis lainnya. Sehingga dalam proses

ini tidak terjadi hubungan seksual. Dengan demikian jelas bahwa dalam praktik

surrogate mother tidak terdapat adanya unsur zina.

juga nusab atau ansab. 18 IKUtig Al- Qurthubi
menjelaskan be ab adala h ambarkan proses
bercampur 1 laki-laki da ar S dasar ketentuan
syariat.32°

Nasab secara bahasa be al kan secara tegas

atau kerabat, waitu pertalian keluarga alui akad nikah perkawinan yang sah. 32’

325 |bid. hal. 22.
326 |bid. hal. 23.

>¢"Toid. hal. 24.
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Dalam praktik surrogate mother, para ulama kontemporer sepakat
bahwa si  suami pemilik sperma adalah ayah nasab dari anak yang lahir dari

proses tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang siapa ibu nasab

anak tersebut. Da m. A jma’ amr (Jeddah) pada

ulama dari berbagai ka “mazha am menetar 2 anak kepada
orangtuanya
melalui per an ya ah @ as alui akuan atau guatan atas

nasab anak, 3 d i ulusuran nasab

merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah

untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orangtuanya,

328 Najib Junaidi, op. cit. hal. 202-203.
329 M. Nurul Irfan. op. cit. 95.
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sekalipun pernikahan itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi
terkait.3%

b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

harus terpaut cukup jau anak yang diakui sebagai nasabnya.
Demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seorang anak

tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak

330 bid. hal. 96.
31 1bid. hal. 97.
32 |bid. hal. 98.
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tersebut, maka hakim perlu meneliti tentang siapa yang berhak terhadap
anak yang dimaksud.33?

3. Apabilaseorang anak telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama)

melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan pengakuan belum

333 |bid.
334 |bid. hal. 99.
335 |bid.
336 |bid.
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tentu didukung oleh orang lain, sehingga pengakuan tersebut tidak kuat dan

masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang

benar.3%’

d.
iyafah secara
nologi upaya
fat, rupa atau
k sah dan tidak sah
dengan menitikk K yang lahir dari atau
akibat perkawinan asabkan kepada kedua
orang tuanya. Hukum Isl b inseminasi buatan dengan

cara melihat pada sperma dan ovur sebut berasal, jika dari suami-

337 |bid. hal. 101.
338 |bid. hal. 103.
339 |bid. hal. 104.
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istri yang sah maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dan jelas nasab ayah-
ibunya.®#

Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk lebih memastikan

penetapan nasab pngan menggunakan

“!\Qh“‘ .93 ) terhadap
i e Mo .i I dengan

perendahan ma dan kemuliaan wa da ( tikan secara
ilmiah kare
subjektif y.
wanita yang menjadi ik : an kemuliaan
dengan bers

Hal Ia 2 jadi kendz tik.surrogate mother

sewa rahim ini kurang tepat sehingga praktik surrogate

mother ditanggapi negatif ditengah masyarakat.

340 Afif Muamar, Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi
Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional, Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1,
2013. hal. 54.
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Sebaiknya surrogate mother diterjemahkan dengan istilah “ibu surogasi”,

sehingga tidak dipahami dengan konotasi negatif. Terkait biaya yang diberikan

oleh pasangan suami istri pemilik embrio, bukanlah biaya sewa. Biaya tersebut

biaya pers

dipahami ibu surogasi

ARG

merupakan janin mereka,

biaya persal

A\ Y

Selai

rahimnya mengalami gangguan. Menyusukan anak kepada wanita lain

dibolehkan dalam islam dan malah boleh diupahkan. Maka
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IS.JI9AI

nery we[sy sej

boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan
rahimnya” 34

2. Husein Yusuf, juga memberikan komentar yang serupa. la mengatakan

g.dilahirkan be

341 Nurul Alifah Rahmawati, Hirma Susilawati, op. cit. hal. 420.
342 |bid. hal. 421.
343 Muhammad Ali Hanafiah Selian, op.cit. hal. 141.
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angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan di warisi, karena anak angkat

bukanlah anak sendiri, tidak boleh di samakan dengan anak kandung.®**

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa para ulama berbeda pendapat

terbuka. Praktik ini dilakukan secara diam-diam sehingga tidak diketahui oleh
masyarakat. Dari sudut pandang adat, perjanjian surrogate mother ini sulit

untuk dinilai karena hal ini tidak dikenal dalam adat masyarakat Indonesia.

344 |bid. hal. 142.
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Sehingga untuk mengetahui boleh atau tidaknya dilakukan perjanjian surrogate
mother menurut adat di Indonesia tidak bisa ditentukan.

Solusi untuk memperoleh anak bagi pasangan suami-istri yang mandul

nak dari

in. Proses

dalam

lingkungan terba ada S adat dan diketahui
oleh masy.

Pen ana : j : : bagai tempat

di dunia, baik+0 asya A - masyarakat yang

di

gangkatan anak

an dengan memakai upacara
keagamaan, dengan pengumuman dan disaksikan pejabat serta tokoh agama

agar terang statusnya. Setelah selesai upacara, si anak menjadi anggota penuh

345 R, Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal . 182-183.
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dari kerabat yang mengangkatnya, dan terputus hak warisnya dengan

kerabatnya yang lama seperti di Bali.3*

Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan

tidak me
kandung.34

Secarat ata Ca ) ecara terang
dan tunai. perbuatan itu
diumumkan tujuan agar
khalayak ramai- dapa o ; 2ngangkatan anak.

Sedangkan tuna i an itu aka i 1 1tu juga dan tidak

346 R, Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cet. 17, Penebar Swadaya, Jakarta, 2007, hal.
104.

347 |bid.

348 Bushar Muhammad, op. cit. hal. 33.

349 Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Wewenang Pengadilan Agama, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2008, hal. 50.
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Adanya kebiasaan mengadopsi anak saudara sendiri atau anak orang lain
yang dilakukan pasangan suami isteri yang mandul dan diakui oleh adat, dapat

dijadikan sebagai pembanding untuk menilai apakah perjanjian surrogate mother

mother.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam praktik surrogate mother
adalah terjadi sengketa para pihak jika melanggar perjanjian. Untuk mencegah
atau mengurangi risiko terjadinya sengketa para pihak, maka sebaiknya praktik

surrogate mother ini dilakukan antara pihak pasangan suami-istri dengan pihak
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yang ada kaitan keluarga. Dengan demikian, jika terjadi masalah akan bisa

diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak melibatkan pihak lain.

Hal lain yang juga perlu diantisipasi dalam perjanjian surrogate mother

hukum yang kreatif dan inovatif sebagai mana dikemukan oleh Satjipto Rahardjo
yang dikenal dengan hukum progresif. Dalam hukum progresif, jelas

dinyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada

330 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
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kehidupan yang adil dan bahagia. Prinsip yang dimunculkan dalam hukum

progresif adalah hukum untuk manusia.

Hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk

mungkin
perjanjian ngate ini dapat diterima dals dupan msyarakat

Indonesia, pe
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BAB IV

PENUTUP
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B. Saran

1. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

perjanjian surrogate mother atas indikasi medis, agar memiliki

"

Al

7
¢

%
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